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BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS

Menimbang

Mengingat

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar
Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Mempawah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021
tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (2) berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(2) Biaya transportasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara riil dan/atau at cost meliputi tiket pesawat,
biaya airport tax dan retribusi bandara.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi
sebagai berikut:



(3)

Pasal 19

Pada akhir tahun anggaran dapat melebihi S (lima) hari kerja
menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah
menghadapi akhir tahun anggaran.

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (4) berbunyi
sebagai berikut:

(4)

Pasal 24

Supir dan ajudan pejabat Negara yang mengikuti kegiatan atau
antar/jemput pejabat Negara dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dapat diberikan uang harian dan biaya transportasi
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektif.

4. Ketentuan Pasal 30 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga
keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1)

3)

(4)

Pasal 30

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar
negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar
Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka mendukung kegiatan Pejabat Negara ke luar negeri,
dapat menyediakan pendamping yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati dan dibebankan pada pos perjalanan dinas
Bupati selaku Pejabat Negara.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

Apabila biaya transportasi tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) tidak tercantum, maka dapat menggunakan pagu
biaya transportasi ibukota daerah terdekat.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. ; an
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen-gt;m([i)aar::%qh
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri €
Kabupaten Mempawah.

. A h
Ditetapkan di Mempawa
pada tanggal G -S - 2021

BUPA EMPAWAH, /\

NA

Diundangkan di gc pawah
pada \anggal ../ 5 - 209|

SEKRETARIS DAF RUPATEN MEMPAWAG

BERITA USERAH KABUPATEN MEMPAWAH
IAHUN . 203, NOMOR ... 2 ]........



